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ABSTRAK
Keberadaaan vaksin palsu menyebabkan kerugian, baik materiil maupun
immateriil, bagi orang tua dan anaknya. Kerugian materiil harus ditanggung
karena harga beberapa vaksin yang dipalsukan cukup mahal. Dalam lapangan
hukum, maka persoalan mulai timbul. Siapa yang harus dimintakan
pertanggungjawaban.  Sebelum  membicarakan  mekanisme  meminta
pertanggungjawaban di lapangan hukum pidana, maka diuarikan terlebih dahulu
dari sudut pandang tindak pidana kesehatan, tindak pidana umum dan mekanisme
jawaban. Dari ranah ini. maka kita bisa meminta pertanggungjawaban
dan dapat dilihat bagaimana peran dari masing-masing aktor (dader) dalam
hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif.
Adapun permasalahan dalam skripsi ini mengenai bagaimanakah bentuk N
Ww&umﬂm“ﬂmmw i

serta bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban
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dan meluar. Hal ini tentu berd:
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PENUTUP

Berdasarkan g it
asil penelitian dan pembahasan yang telah penulis

lakukan, maka dapat diarik kesimpulan dan saran sebagai berikut -

A. Kesimpulan

ol pertanggungjawaban pelaku pereadaran vaksin palsu berdasarkan

hukum Islam dilihat dari Islam ada indikasi perilaku berbohong atau
tidak jujur mengatasnamakan vaksin namun produk palsu yang dilakukan
secara lerogamisir dan meluar. Hal ini tentu berdampak kerugian sosial

dan ini termasuk perilaku salah di mata agama.

- 2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku pereadaran vaksin palsu berdasarkan

| - e ,. ¢ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat diminta
. "-'-i-i_'Pe!tln. ggungjawaban kepada lembaga keschatan di Indonesia. Menteri.

3 ":

" Keschatan dapat diminta pertanggungjawaban mengapa persc

2 2
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